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ABSTRAK 
 
 
Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 7 Ayat (1) 
Huruf  (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan mengenai Kewenangan Walikota untuk Melakukan Pengaturan 
Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  di Kota Malang. Pilihan 
tema tersebut dilatar belakangi banyaknya permasalahan yang timbul terkait 
pelaksanaan administrasi kependudukan di Kota Malang karena tidak ada 
pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Walikota 
Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan 
masalah : (1) Bagaimana implementasi pasal 7 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Malang? (2)
 Bagaimana hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk 
menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan di Kota Malang? 
Kata Kunci : Administrasi kependudukan, pengaturan, teknis. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this thesis , the author raised the issue of implementation of Article 7 Paragraph 
( 1 ) Sub-paragraph ( c ) of Law No. 23 of 2006 about Population Administration 
concerning the authority of the Mayor's for Technical Operation Setting 
Population Administration in Malang . The choice of background themes that 
arise many problems related to the implementation of population administration in 
Malang since no technical arrangements for administration of the population by 
the Mayor of Malang . Based on the above , this paper raised the formulation of 
the problem : ( 1 ) How does the implementation of article 7, paragraph ( 1 ) letter 
( c ) of Law no. 23 of 2006 on Population Administration in Malang ? ( 2 ) What 
barriers and efforts should be made to resolve the administrative problems of 
population in Malang ? 
Keywords : Population administration, setting, technical. 
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PENDAHULUAN 
  
Undang-Undang di Indonesia telah mengatur mengenai administrasi 
kependudukan yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan ini perlu diatur 
juga dalam Peraturan Daerah karena pemerintah daerahlah yang mengetahui 
masalah kependudukan di daerah otonomnya. Peraturan daerah merupakan 
peraturan untuk masyarakat di daerah sebagai produk legislatif di daerah (DPRD) 
bersama kepala daerah. Selain peraturan daerah, terdapat pula keputusan kepala 
daerah. Keputusan kepala daerah ditetapkan oleh kepala daerah untuk 
melaksanakan peraturan daerah. Dari rumusan tersebut jelas bahwa keputusan 
kepala daerah dibuat dan dikeluarkan oleh kepala daerah tanpa meminta 
persetujuan DPRD.
1
 
Membuat aturan teknis merupakan kewenangan bupati atau walikota yang 
berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi 
Kependudukan. Hal ini telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-
Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bunyi 
lengkap dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan adalah : 
(1)Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab 
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependuduk yang dilakukan oleh 
bupati/walikota dengan kewenang meliputi: 
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 
Administrasi Kependudukan; 
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi 
Kependudukan; 
f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan 
Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 
                                                          
      
1
Lutfi Effendi. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Bayumedia, Malang, 2004, hlm.52. 
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g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala 
kabupaten/kota; dan 
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan. 
 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatas telah 
menjelaskan kewenangan bupati atau walikota sebagai pemimpin pemerintahan di 
daerah untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan. Koordinasi 
penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dilaksanakan sejalan dengan 
berlakunya undang-undang ini, koordinasi ini dilakukan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah dan antar lembaga yang berwenang menanganib 
administrasi kependudukan di daerah. Lembaga atau instansi yang bertugas 
menyelenggarakan administrasi kependudukan juga telah dibentuk, sosialisasi dan 
pembinaan terhadap petugas administrasi kependudukan serta terhadap 
masyarakat juga telah dilakukan walaupun banyak pihak yang mengeluhkan 
kurang maksimalnya sosialisasi tersebut.  
Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai 
pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan maksudnya adalah adanya pedoman yang berupa 
aturan yang bersifat mutlak dan mengikat mengenai pelaksanaan teknis 
administrasi kependudukan secara bertahap, jelas dan terperinci. Di Kota Malang 
sendiri belum ada aturan teknis dari walikota terkait pelaksanaan teknis 
administrasi kependudukan, padahal aturan itu sangat diperlukan guna kelancaran 
dan kemudahan proses administrasi kependudukan. Tidak adanya aturan teknis ini 
menyebabkan tersendatnya proses administrasi kependudukan yang kemudian 
terjadi saling menyalahkan antara masyarakat dengan lembaga atau petugas 
pelaksana administrasi kependudukan.  
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Masalah/Isu Hukum : 
Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Huruf (c) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
mengenai Kewenangan Walikota untuk Melakukan Pengaturan Teknis 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Malang (Studi di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil)” masalah yang dikaji oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi pasal 7 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan di Kota Malang? 
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk 
menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan di Kota Malang? 
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PEMBAHASAN 
A. Metode Penelitian 
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu sebuah 
metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang 
nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 
masyarakat.
2
 Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi pasal 7 ayat (1) 
huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan mengenai kewenangan Walikota untul melakukan pengaturan 
teknis pelaksanaan administrasi kependudukan di Kota Malang. 
Penelitian hukum ini terdapat pendekatan, dengan pendekatan tersebut 
peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 
dicoba untuk dicari jawabannya.
3
 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan 
dengan cara melihat fakta-fakta yang ada di lapangan guna memperoleh gambaran 
bagaimana aplikasi normatif secara riil yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian. 
Pendekatan Yuridis dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji 
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara yuridis formal dan 
berhubungan dengan proses pencatatan kependudukan. 
Pendekatan sosiologis dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang berlaku 
dilapangan, berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan 
dengan pengaturan teknis administrasi kependudukan. 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Administrasi Kependudukan 
Pemerintah memiliki program pendaftaran penduduk yang baru yaitu 
program pendataan penduduk berbasis elektronik. Di Kota Malang proses 
                                                          
2
 Fokky Fuad, Penelitian Ulang Mengenai Metode Penelitian Hukum (online), 
http://uai.ac.id, (pada 12 Desember 2013 pukul 9.39) 
 
3
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011,  hlm.93. 
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administrasi kependudukan  dilaksanakan pada setiap kecamatan yang ada. 
Masyarakat Kota Malang yang akan melaksanakan administrasi kependudukan 
dapat datang ke kecamatan di wilayah tinggal masing-masing.  
Di era globalisasi yang telah memengaruhi pola pikir masyarakat 
Indonesia untuk meciptakan sesuatu yang baru. Hal ini terutama di dorong dengan 
diluncurkannya teori good governance menjadi tujuan utama pelaksanaan 
pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintahan di berbagai Negara 
berbondong-bondong untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan 
yang baik. Salah satu cara yang kini ditempuh oleh pemerintah pusat Indonesia 
adalah inovasi pelayanan publik dengan metode e-government yaitu penerapan E-
KTP atau KTP berbasis sistem informasi.
4
  
E-KTP merupakan salah satu bagian dari administrasi kependudukan, 
perekaman E-KTP di masing-masing kecamatan tidak akan berlangsung 
bersamaan karena penggunaan mesin E-KTP secara bergantian dari kecamatan 
satu ke kecamatan lainnya. Lama perekaman E-KTP juga tergantung banyaknya 
penduduk dari tiap kecamatan yang mendaftar karena wajib daftar E-KTP di tiap 
kecamatan juga berbeda. Namun pemerintah Kota Malang mengeluarkan 
kebijakan adanya penjadwalan perekaman E-KTP yang jelas agar implementasi E-
KTP tidak berlarut-larut. 
E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen 
kependudukan yang memuat sistem keamananataupengendalian baik dari sisi 
administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database 
kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) E-KTP 
yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas 
tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
5
 
 
                                                          
4
 E-KTP Perwujudan Good Government. 
http:atauataucintaibu27.blogspot.comatau2012_04_01_archive.html, (27 September 2013) 
5
 Pengertian E-KTP atau KTP Elektronik., http:atauataube-es-
i.blogspot.comatau2012atau01ataupengertian-e-ktp-ktp-elektronik.html?m=1, (30 September 
2013) 
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2. Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Huruf (c) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan di Kota Malang 
a. Pembuatan Aturan Teknis Oleh Walikota Malang 
Undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan adalah 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Salah satu pasal yang akan dibahas 
kaitannya dengan aturan teknis administrasi kependudukan adalah Pasal 7 ayat (1) 
huruf (c) UU No. 23 tahun 2006 berisi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 
kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependuduk 
yang dilakukan oleh bupati atau walikota dengan kewenangan pengaturan teknis 
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan.  
Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Walikota untuk Pemerintah Kota 
dan Bupati untuk pemerintah Kabupaten. Sedangkan Malang yang merupakan 
Kota Madya dipimpin oleh Walikota. Dalam menjalankan roda pemerintahan 
Walikota diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat. Atas dasar hal tersebut 
berarti Walikota Malang sebagai pemegang otonomi daerah seharusnya membuat 
suatu peraturan daerah yang jelas dan tegas mengenai aturan teknis pelaksanaan 
administrasi kependudukan di Kota Malang agar pihak penyelenggara memiliki 
acuan yang jelas dan pedoman pelaksanaan yang baik. 
  Dalam hal ini Walikota dalam membuat kebijakan penyusunan Peraturan 
Daerah dan Aturan Pelaksanaannya didasarkan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang merupakan produk hukum daerah yang merupakan 
peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan 
tingkat daerah diberikan pengertian sebagai peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang 
berwewenang membuat perundang-undangan daerah.Walikota memiliki tugas dan 
kewenangan :
6
 
                                                          
6
   Bagir Manan, F.A.M.Stroink, H.M.Laica Marzuki, J.B.J.M.Ten Berge, Philipus M. Hadjon, 
P.J.J.Van Buuren, R.Sri Soemantri, Syachran Basah, op.cit. hlm 115. 
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1. Memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya atas 
jalannya pemerintah daerah yang baik dalam bidang otonomi maupun 
tugas pembantuan. 
2. Mewakili daerah di dalam dan di luar Pengadilan. 
3. Menetapkan peraturan daerah dengan persetujuan DPRD. 
4. Menetapkan keputusan lain dengan atau tanpa persetujuan DPRD. 
5. Menyelenggarakan kepengurusan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah. 
 
b. Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Peraturan 
 Program administrasi kependudukan telah dilaksanakan di seluruh 
kecamatan yang ada di Kota Malang. Tentunya harapan pemerintah kota Malang 
dan pemerintah Pusat adalah pelayanan publik di bidang pencatatan sipil dapat 
lebih baik dan masyarakat lebih antusias lagi untuk mendaftarkan mereka ke dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil.  
 Gagasan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terus 
mengalami pembaruan baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring 
dengan meningkatnya tuntutan rakyat dan perkembangan dalam pemerintahan.
7
 
Pelayanan publik yang baik dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai 
pemerintah yang tidak hanya suka mengatur tetapi juga suka melayani. 
Pemerintah sebagai penyedia jasa memerlukan kesiapan dari segi pelayanan harus 
lebih baik dengan SDM aparat yang baik pula. Termasuk dalam pelayanan 
administrasi diperlukan kesiapan yang matang. Pelayanan administrasi 
kependudukan di Kota Malang harus didasarkan pada aturan yang jelas sebagai 
pedoman pelaksanaannya agar tidak terkesan asal-asalan.  
Kesiapan program administrasi kependudukan lain yang diperlukan yakni 
pemutakhiran data baru kependudukan sesuai Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK).Dalam waktu dekat Pemkot Malang segera melakukan 
konsolidasi data SIAK dengan pelayanan SIAK. Dengan menggunakan data ini, 
                                                          
7
 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm 1. 
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sistem informasi kependudukan kota ini ditata secara terpadu. Pengelolaan SIAK 
bertujuan : 
1.Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
2.Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil 
   pendaftaran yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; 
3.Mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui sistem pengenal 
   tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan. 
Program administrasi kependudukan di Kota Malang memerlukan 
pelayanan publik yang maksimal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
dan instansi di bawahnya yang menangani masalah kependudukan, tetapi 
pelayanan publik tidak akan bisa maksimal tanpa adanya aturan teknis yang jelas 
dari Walikota Malang. Aturan teknis akan membuat pelaksanaan administrasi 
kependudukan lebih maksimal, terarah, dan selesai tepat waktu, sehingga akan 
sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pokok 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan, 
pencatatan sipil, dan transmigrasi. Dinas ini merupakan instansi yang menyimpan 
data kependudukan seluruh Kota Malang. Salah satunya data kepadatan 
penduduk, berikut ini data kepadatan penduduk di setiap kelurahan Kota Malang: 
 
Tabel 1 
Kepadatan Penduduk Kecamatan Blimbing 
No. Kecamatan Kelurahan 
Luas 
Wilayah 
Km2 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah 
KK 
Kepadatan 
[JiwaatauKm2] 
[ribuan] 
1. Blimbing 
Balearjosari 1.568 9.817 2.787 6,261 
Arjosari 1.130 9.767 2.622 8,643 
Polowijen 1.425 11.850 3.335 8,316 
Purwodadi 1.392 19.563 5.471 14,054 
Blimbing 1.095 9.708 2.817 8,866 
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Pandanwangi 3.586 28.766 7.870 8,022 
Purwantoro 1.940 33.002 9.376 17,011 
Bunulrejo 2.053 27.275 7.755 13,285 
Ksatrian 1.505 13.970 4.412 9,282 
Polehan 1.176 20.378 5.739 17,328 
Jodipan 900 13.941 3.786 15,490 
Jumlah 17.770 198.037 55.970  
Sumber : http://dispendukcapil.malangkota.go.id, data asli tanpa diolah, 2013. 
 
Tabel 2 
Kepadatan Penduduk Kecamatan Klojen 
No. Kecamatan Kelurahan 
Luas 
Wilayah 
Km2 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah 
KK 
Kepadatan 
[Jiwa/km2] 
[ribuan] 
2. Klojen 
Klojen 1.710 6.948 2.088 4,063 
Rampal 
Celaket 
517 6.988 2.136 13,516 
Samaan 607 12.338 3.557 20,326 
Kidul Dalem 500 7.344 2.067 14,688 
Sukoharjo 475 10.038 2.896 21,133 
Kasin 1.320 15.202 4.237 11,517 
Kaliman 812 10.421 3.111 12,834 
Oro OroDowo 1.375 13.032 3.692 9,478 
Bareng 1.065 16.022 4.527 15,044 
Gadingkasri 912 9.383 2.761 10,288 
Penanggungan 782 10.699 3.062 13,682 
Jumlah 10.075 118.415 34.134  
Sumber : http://dispendukcapil.malangkota.go.id, data asli tanpa diolah, 2013. 
 
Tabel 3 
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Kepadatan Penduduk Kecamatan Kedung Kandang 
No Kecamatan Kelurahan 
Luas 
Wilayah 
Km2 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah 
KK 
Kepadatan 
[Jiwa/km2] 
[ribuan] 
3. 
Kedung 
Kandang 
Kotalama 1.600 39.048 10.314 24,405 
Mergosono 1.032 21.381 5.940 20,718 
Bumiayu 3.919 16.272 4.455 4,152 
Wonokoyo 5.049 6.295 1.862 1,247 
Buring 5.100 11.886 3.280 2,331 
Kedung 
Kandang 
4.232 11.063 3.095 2,614 
Lesanpuro 3.548 20.294 3.630 5,720 
Sawojajar 1.162 27.679 7.510 23,820 
Madyopuro 3.264 21.678 5.822 6,642 
Cemoro 
Kandang 
5.068 11.136 3.068 2,197 
Arjowinangun 660 9.157 2.444 13,874 
Tlogowaru 4.506 6.071 1.710 1,347 
Jumlah 39.140 201.960 55.160  
Sumber : http://dispendukcapil.malangkota.go.id, data asli tanpa diolah, 2013. 
 
Tabel 4 
Kepadatan Penduduk Kecamatan Sukun 
No. Kecamatan Kelurahan 
Luas 
Wilayah 
Km2 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah 
KK 
Kepadatan 
[Jiwa/Km2] 
[ribuan] 
4. Sukun 
Ciptomulyo 1.932 15.136 4.278 7,834 
Gadang 2.205 20.193 5.514 9,158 
Kebonsari 1.590 9.543 2.502 6,002 
Bandungrejosari 4.542 30.634 8.298 6,745 
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Sukun 1.055 20.505 5.749 19,436 
Tanjungrejo 1.895 30.555 8.660 16,124 
Pisang Candi 1.650 16.972 4.839 10,286 
Bandulan 2.206 17.374 4.806 7,876 
Karang Besuki 5.038 19.263 5.241 3,824 
Mulyorejo 2.455 14.106 3.678 5,746 
Bakalan Krajan 1.994 7.969 2.133 3,996 
Jumlah 26.562 202.250 55.698  
Sumber : http://dispendukcapil.malangkota.go.id, data asli tanpa diolah, 2013. 
 
Tabel 5 
Kepadatan Penduduk Kecamatan Lowokwaru 
No. Kecamatan Kelurahan 
Luas 
Wilayah 
Km2 
Jumlah 
Penduduk 
Jumlah 
KK 
Kepadatan 
[Jiwa/km2] 
[ribuan] 
5. Lowokwaru 
Tunggulwulung 1.879 7.395 2.053 3,936 
Merjosari 3.360 15.680 4.375 4,667 
Tlogomas 1.675 14.923 4.612 8,909 
Dinoyo 1.428 12.508 3.588 8,759 
Sumbersari 924 9.852 3.183 10,662 
Ketawanggede 766 6.630 2.086 8,655 
Jatimulyo 2.113 19.761 5.629 9,352 
Tunjungsekar 1.900 15.835 4.323 8,334 
Mojolangu 2.884 22.905 6.481 7,942 
Tulusrejo 1.233 16.743 4.712 13,579 
Lowokwaru 1.562 21.135 5.980 13,531 
Tasikmadu 2.132 5.784 1.609 2,713 
Jumlah 21.856 169.151 48.631  
Sumber : http://dispendukcapil.malangkota.go.id, data asli tanpa diolah, 2013. 
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Di Kota Malang telah dilaksanakan pula program terbaru pemerintah yaitu 
E-KTP. Ketika masih menggunakan KTP konvensinal banyak masyarakat Kota 
Malang yang memiliki lebih dari lebih dari 1(satu) KTP dengan berbagai macam 
tujuan misalnya untuk mrnghindari pajak, untuk memalsukan identitas, untuk 
tujuan politik dan lain sebagainya. KTP konvensional kurang efisien karena perlu 
diperpanjang, jika penduduk berpindah tempat tinggal harus membuat KTP baru 
di tempat tinggal yang baru, data dalam KTP konvensional kurang akurat dan 
tidak dapat diakses setiap saat. 
Berikut ini data kependudukan dan wajib E-KTP Kota Malang dari tiap-
tiap kecamatan pada tahun 2013 : 
Tabel 6 
Penduduk Wajib E-KTP Kota Malang 
Kecamatan 
Jumlah Penduduk Wajib E-KTP Jumlah 
KK Laki-laki Wanita Total Laki-laki Wanita Total 
Blimbing 99100 98924 198024 73524 75343 148867 55970 
Klojen 58249 60169 118418 45076 47972 93048 34134 
Kedung 
Kandang 
101208 100765 201973 74252 75537 149789 55161 
Sukun 101689 100563 202252 75968 76504 152472 55699 
Lowokwaru 84964 84182 169146 64923 65585 130508 49629 
Total 445210 444603 889813 333743 340941 674684 249593 
Sumber : http://dispendukcapil.malangkota.go.id,data asli tanpa diolah, 2013. 
Di bawah ini juga akan disajikan tabel penduduk yang wajib E-KTP dan 
penduduk yang telah membuat E-KTP : 
Tabel 7 
Penduduk Yang Telah Mendaftar E-KTP 
Kecamatan 
WAJIB E-KTP PENDAFTAR E-KTP 
Laki-laki Wanita Total Laki-laki Wanita Total 
Blimbing 73524 75343 148867 8765 9779 18544 
Klojen 45076 47972 93048 9089 9021 18110 
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Kedung 
Kandang 
74252 75537 149789 7898 8971 16869 
Sukun 75968 76504 152472 8545 9875 18420 
Lowokwaru 64923 65585 130508 7456 9799 17255 
Total 333743 340941 674684 41753 47445 89198 
Sumber : http://dispendukcapil.malangkota.go.id, data asli tanpa diolah, 2013 
 
3. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan Implementasi Administrasi 
Kependudukan di Kota Malang 
Permasalahan kependudukan yang terjadi di kota Malang adalah 
keberadaan kaum urban yang tidak disiplin melaksanakan administrasi kepada 
Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Keberadaan para pendatang tersebut tersebar 
merata di Kota Malang. Terkecuali pada daerah tertentu penduduk tersebut 
terfokus pada suatu tempat, diantaranya dipengaruhi Kota Malang sebagai potensi 
lapanga pekerjaan dan banyaknya kampus. Bagi para urban diharuskan 
memiliki SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara). Administrasinya pun 
tidak mahal hanya membutuhkan Rp. 5.000,00. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya banyak diantara kaum urban yang tidak mengurus. Para 
pendatang lebih memilih untuk menggunakan identitas asalnya. 
Permasalahan administrasi kependudukan lain adalah mengenai pengadaan 
alat perlengkapan pendataan penduduk, seperti komputer, alat tandatangan 
elektronik, peralatan sidik jari dan iris mata. Saat ini setiap kecamatan hanya 
diberi satu paket peralatan saja yang hanya mampu menampung data dari 15 ribu 
penduduk. Dengan satu alat itu dirasa kurang cukup, karena penduduk satu 
kecamatan ada yang lebih dari 15 ribu jiwa sehingga alat masih perlu ditambah. 
Kecamatan yang jumlah penduduknya lebih dari 15 ribu mengatasi masalah ini 
dengan cara meminjam perlatan dari kecamatan lain tapi tetap saja ada 
permasalahan yaitu tidak adanya aturan batasan waktu penggunaan peralatan itu 
bagi tiap kecamatan sehingga harus menunggu alat digunakan sampai pendataan 
penduduk selesai baru bisa dipinjamkan. Adanya saling meminjam alat ini dapat 
16 
 
juga menyebabkan kekeliruan pemasukan data atau kerancuan database karena 
memakai satu alat yang sama, masih kurang jelas juga apakah penggunaan alat 
yang bergantian ini boleh atau tidak karena belum ada peraturan teknis yang 
mengatur.  
Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari 
ketentuan-ketentuan dan praktek pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan peraturan 
perundang-undangan mengenai kependudukan yang lain adalah sebagai berikut: 
Pertama, Permasalahan yang muncul dalam praktek pengaturan mengenai 
Hak dan Kewajiban Penduduk dalam Administrasi Kependudukan. Solusi yang 
diambil untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut adalah dengan 
melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban penduduk, sehingga dalam 
ikut mewujudkan tertib administrasi kependudukan, penduduk mengerti apa yang 
harus dilakukan dan apa yang akan didapatkan. 
Kedua, Permasalahan yang muncul dalam praktek pengaturan mengenai 
Tugas dan Kewenangan Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) mengenai 
masalah kependudukan. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan 
yang muncul tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai hak dan 
kewajiban dan melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada aparatur pemerintah 
mengenai tugas dan aturan yang ada, sehingga mereka mengetahui atau 
melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing dengan penuh rasa tanggung 
jawab. 
Ketiga, Permasalahan yang muncul dalam praktek pengaturan mengenai 
Pendaftaran penduduk khususnya yang terkait dengan Nomor Induk 
Kependudukan dan Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (Perubahan alamat, 
pindah dan datang penduduk dalam wilayah negara, pindah datang antar negara, 
penduduk pelintas batas, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, 
pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri) yang berlaku saat ini. 
Keempat, Permasalahan yang muncul dalam praktek pengaturan mengenai 
Pencatatan Sipil (Pencatatan kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian 
Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, 
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Peristiwa Penting Lainnya). Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi 
permasalahan yang muncul tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dengan 
pemuka agama masing-masing (non muslim) supaya memberitahukan kepada 
jemaatnya untuk mendaftarkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil atau dengan nama lain. 
Kelima, permasalahan yang muncul dalam praktek pengaturan mengenai 
Sistem informasi Administrasi Kependudukan yang berlaku saat ini. Solusi yang 
dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut adalah: 
1. Adanya komitmen bersama mengenai SIAK (dituangkan dalam Perda); 
2. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan tenaga operator SIAK dan atau 
menyediakan tenaga operator yang handal sesuai dengan kebutuhan SIAK; 
3. Melakukan kegiatan kajian dan pengembangan SIAK yang disesuaikan 
dengan kondisi daerah setempat; 
4. Mendatangkan tenaga pendamping dari Depdagri secara berkala untuk 
membantu penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan SIAK; 
5. Menyediakan gedung, ruangan dan fasilitas pendukung yang layak untuk 
SIAK; 
Keenam, permasalahan yang muncul dalam praktek pengaturan mengenai 
Perlindungan Data pribadi penduduk saat ini. Solusi yang dapat diambil untuk 
mengatasi permasalahan yang muncul tersebut adalah: 
1. Diperlukan pengaturan kewenangan untuk mengoperasikan SIAK melalui 
kebijakan pengamanan (quality control) dalam penerbitan hak akses (nama 
pengguna, kata kunci, kode otoritas) sesuai tingkat kewenangan; 
2. Menghimbau operator atau petugas lainnya untuk bekerja dengan jujur dan 
penuh rasa tanggung jawab;  
3. Melakukan pengawasan secara berjenjang dan proaktif terhadap para 
operator SIAK; 
4. Selain harus melindungi data pribadi penduduk, kesejahteraan operator 
juga harus diperhatikan. 
Ketujuh, permasalahan yang muncul dalam praktek pengaturan mengenai 
Sanksi dan Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran kebijakan administrasi 
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kependudukan saat ini. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan 
yang muncul tersebut adalah: 
1. Perlu diibuat perda yang mengatur mengenai sanksi administratif atau 
tindak pidana yang disesuaikan dengan kondisi daerah; 
2. Melakukan sosialisasi mengenai sanksi administratif atau tindak pidana, 
sehingga penduduk atau aparatur tidak kaget jika suatu saat dikenai denda 
administratif atau tindak pidana; 
3. Mekanisme atau sistem harus dijalankan dengan baik terlebih dahulu 
4. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait; 
5. Selain memberikan sanksi administratif atau tindak pidana, harus 
diberikan juga insentif kepada penduduk atau aparatur yang disiplin; 
Kedelapan, permasalahan yang muncul dalam praktek pengaturan 
mengenai hubungan antara Kebijakan Administrasi Kependudukan dengan 
Kebijakan Kependudukan lainnya seperti: Kebijakan mengenai Kewarganegaraan, 
Kebijakan mengenai peningkatan Kesejahteraan Penduduk, Kebijakan mengenai 
Demografi Penduduk dan Kebijakan Ketenagakerjaan. Permasalahan yang ada 
diselesaikan dengan solusi sebagai berikut:: 
a. Perlunya dikeluarkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota terkait 
dengan Kebijakan Administrasi Kependudukan. 
b. Perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait yang menangani masalah 
administrasi kependudukan  
c. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem pelayanan Administrasi 
Kependudukan.  
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PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai pasal 7 
ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan maksudnya adalah adanya pedoman yang berupa aturan yang 
bersifat mutlak dan mengikat mengenai pelaksanaan teknis administrasi 
kependudukan secara bertahap, jelas dan terperinci. Di Kota Malang sendiri 
belum ada aturan teknis dari Walikota terkait pelaksanaan teknis administrasi 
kependudukan, padahal aturan itu sangat diperlukan guna kelancaran dan 
kemudahan proses administrasi kependudukan. 
2. Permasalahan pelaksanaan administrasi kependudukan di Kota Malang yaitu, 
pelaksanaan yang kurang efisien dan terkesan rumit, ajang korupsi bagi aparat 
pelaksana pencatatan administrasi kependudukan, permasalahan pengelolaan 
sistem informasi, kurangnya peralatan yang menunjang pelaksanaan 
administrasi kependudukan, dan tidak adanya pengaturan teknis tentang 
pelaksanaan administrasi kependudukan. Upaya dalam mengatasi masalah 
administrasi kependudukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat, melakukan pemutakiran sistem informasi, melakukan pelayanan 
kepada masyarakat sebaik mungkin, melengkapi sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam administrasi kependudukan, mengawasi pelaksanaan 
administrasi kependudukan, membuat aturan teknis yang lebih jelas dan 
lengkap mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan. 
Saran  
Kepada Walikota Kota Malang penulis memberi saran untuk membuat pengaturan 
teknis yang lebih lengkap dan jelas mengenai pelaksanaan administrasi 
kependudukan disertai sanksi terhadap pelanggaran administrasi kependudukan. 
Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penulis menyarankan untuk 
melakukan sosialisasi yang lebih mrnyeluruh terhadap masyarakat Kota Malang 
dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. 
